PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 77 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN PUPLK BERSLBSI DI
SEBAGAI  BARANG DALAM PENGAVASAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a. bahwa pupuk nerupakan konoditi yang sangat penting dalam usaha
nencapai ket ahanan pangan nasional dan penerintah telah nenberikan
subsi di dal am rangka pengadaan dan penyal uran beberapa jenis pupuk
tertentu;

b. bahwa guna nengawasi pengadaan dan penyal uran pupuk yang nenper ol eh
subsi di, dipandang perlu nenetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang
dal am pengawasan;

C. bahwa ber dasar kan perti nbangan sebagai mana di naksud dal am huruf a dan
huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Pupuk
Ber subsi di sebagai Barang dal am Pengawasan;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang-Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Uhdang Nomor 8 Prp  Tahun 1962 tentang Perdagangan
Bar ang- Barang dal am Pengawasan (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 1962 Nonor 42, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor  2469) ;

3. Peraturan Penerintah Nonor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan
Bar ang- Barang dal am Pengawasan (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 1962 Nonor 46, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonmor 2473) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Penerintah
Normor 19 Tahun 2004 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004
Nonor 68, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a Nonor 4402);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENETAPAN PUPLK BERSUBS D SEBAGAI  BARANG DALAM
PENGAVASAN

Pasal 1

DCal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyal urannya
nendapat subsidi dari Penerintah untuk kebutuhan petani yang
di | aksanakan at as dasar program Penerintah di sektor pertani an;

2. Pengadaan adal ah proses penyedi aan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari
produksi dal am negeri dan/atau i npor;
3. Penyal uran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari

ti ngkat produsen sanpai dengan tingkat petani sebagai konsunen akhir.

Pasal 2



(1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai
barang dal am pengawasan sebagai mana di naksud dal am Uhdang- Undang
Nonor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dal am
Pengawasan.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagai mrana di naksud pada ayat (1) terdiri dari
Uea, SP 36, ZA dan NPK

(3) Pengawasan sebagai mana di naksud pada ayat (1) nencakup Pengadaan dan
Penyal uran, ternmasuk jenis, jumah, nutu, wlayah penasaran dan harga
eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan
penyal ur an.

Pasal 3
Ketentuan | ebi h |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Peraturan Presiden
ini diatur oleh Menteri yang bertanggungj anab di bi dang perdagangan setel ah
ber koor di nasi dengan nenteri terkait.

Pasal 4
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, segala ketentuan yang ada
nengenai pengawasan Pupuk Bersubsidi dinyatakan tetap berlaku sepanjang
ti dak bertentangan dan bel umdi ganti dengan yang baru berdasar kan Perat uran
Presiden ini.

Pasal 5
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

O t et apkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desenber 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
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